
GUBERNUR ITALIIVIAI{TAI{ TEI{GAH

PEnATuRAt{GUBERI{URKALIMANTAI{TEI{GAII
iloluctH, 46 ?ArrUIq 2015

TE.I{TAI$G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI' TUGAS' FUflGSI DAN TATA KER.IA

DIIIAS PINAI{AMAN IWODAL DAI{ PELAYANAT{ TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMAITTAN TENGAII

DENGAI{ RAHMAT TUHAil YAI{G MAIIA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGA}IN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perturan
pemerintah NomorlS Ghun 2016 tentang Perangkat Daerah dan
pasal 4 peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun ZOL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Frovinsl KallmantaliTengah, perlu menetapkan Feraturan Gubernur
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga:, Fungsi dan Tata

Kerja ilirr"u Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Kalimantan Tengah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21__ fahun ^1918. 
tentang Penetapan

Undan[-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah $watantra Tingkat I Kalimantan Tengah

dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah-baerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Baf&t, Kalimantan Selatan Dafi Kalimantan ?imur {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l2S4l Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
lgSB Nomor 621 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nsmor 1622l':'

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatul_ Sipil
Negara-{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2Ol4 Nomor
6, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daeralf (Lembflran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4

Nomor 244, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Urd*t g Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengiangkatan Pegaw.€r Nesen $ipi} Datam Jabatan str$ktural
1f**U"i." Negari Republi[ Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan rctbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Ti.hun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

sipil Dalam Jabatan struktural {t embaran Negara Republik

In-donesia Tahun 2AAZ Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a$al;
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Menetapkan :

5. peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a5e3);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2al6 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZALG Nomor

Ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887);

7. Pera.turan Ivlenteri Detrern Negeri Nornor 7O Tahr"rn 2AL1 tentang

Pedoman Jabatan Fungsionu"l U*um di Lingkungall Pemerintah
Daerah (Berita Negara {epublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3};

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

freninsi fca*mantar Temgah {Lefabafafl Daerah Prmrinsi

Kalimantan Tengah Tahun iOtO Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

MELUTUSI(AI{r

PERATURAI{ GUBERITUR TENTAITG KEDIIDUKAN' SUSUNAI{

oRGAI{ISASI, TUGAS, FUNGSI DAI{ TATA KEIIIIA DII{AS

PENANATYIAI{ MODAL DAN PELAYAI{AN TTRPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIIIIANTAN TENGATI.

BAB I
KEfENTUAN TIMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah'
3. KabupatenlKota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam

r*rilayah Prwinsi Kat{mantam Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
if*t yrt Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Ne#ra Ke*6tlan Republik trndoneeia eebagairnana diirnaksud

dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun1945.
S. pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintryt di Daerah.

6, GubJrp.u.r a-Aalan Gr+bsr:rur ]ta}l"rna+fan Tegs;a}+'

Z. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah.

s. Dinis adalah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Tengah'
9. Kepala Dinas adalah Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah'
1O. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah'

1 1. Unit pelaksana f*mi* Dinas, yang selanjutn;ra disebut UPT

Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang
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melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis Penunjang tertentu.
12. eparatirr sipit N"gara yang selanjutnya disingkat ASN 1dalah

piofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kr4. y*rrg bekerja pada instansi pemerintah.

f 3. iiega*ai nparatur Sipil Negari yang selanjutnya disebut Pegawai

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian tcer:i yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
a"t diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peratura:r
perundang-undangan

14. Fegawai Nigeri Sipll yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
,r"[*r* Ind'onesia y.rrg memenuhi syarat tertentu, diangkat
seiagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

15. Jabaian Fungsional Umum adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
*.**or*g PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.

16. .rabatafl fungsionat teftentu e.datah kedudukan yaflg
menunjukkan 1ugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
*e*"orr.rrg PNS d.lu.* suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian danf atau

Leterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disy'aratkan demgan angka kr'edit.

BAB II
KEDUDUI(AN, TUGAS, TUNGSI

DAN SUSUNAIY ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukann Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah'

(2) Dinas Penanaman Mod"al dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
die'irngin oleh KePala Dinas.

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu
me_mpuayai .trlggs membarrlu Gubernur datasn melaksanakas
kewenangan deJentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pena::aman

Modal dair feUyanar Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menyelenggarakan fungsi :
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a.

b.

C.

d.

perumusan kebijakan perencanaan umum penallaman modal
daerah;
perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di

daerafr metalttl Aeree#sj, pes'berjan insenf'd da}} ftsjlit'as
penanarnan modal;
identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh
dalam rangka pengembarlgan penanaman modal;
pengkajiari dan pelaksanaan promosi penanalnan modal di dalam
nr.g".i 

- *aupu, luar negeri dalam rangka menarik minat
penanaman modal;
|"rrr*..*"r, kebijakan teknis dan pelaksanaas pelayanan
peirzinan dan t ot perizinan penanaman modal dan sektoral
^*""^t 

" terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-
und angan menjadi kewenan-gan daerah;
p"ng"rid"lian fuelaksanaan penanamas. modal yang menjadi
kewenangan daerah;
pengelolJan data dan informasi terkait penanalnan modal,
perilinan dan non penzinan yang terintegrasi pada tingkat
daerah melalui multimedia; dan

h. pengelola sistem informasi di bidang penanalnan modal,
perizinan, dan non Petizinan.

Bagian Kedua
Susunan Organlsasi

Pasal 5

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa-du Satu Pintu
terdiri atas:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian PenYusunan Program;
2. Sub Bagran Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

c. Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal, membawahkan:

a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
b) Seksi Deregul-asi Penaoaman Modal; dan
c) Seksi Potensi Daerah;

2. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan:

a}SeksiPengembanganPromosiPenanamanModal;
b) seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan

c) seksi sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;

3. Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu, membawahkan:

a) Seksi Pe{tzinxt;
b) Seksi Non Perizinan; dan
c) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal,
membawahkan:

a) seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanalnan Modal;

b) seksi Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal; dan

e.

ob'
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c) Seksi Pengelolaan Data;

d. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

{2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
feliyanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
ierpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

BAB III
TUGAS, ruNcsr DAII t RATAN TUGAS

Baglan Kesatu
Bepala Di"aas

Pasal 6

Kepal7 Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan dan
,rr.o"t pU"r, progr** ker3a dan tata ke{i& $ilengguordinasikan,

membina dan mengevaluasi serta bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas'

Pasal 7

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Kepata Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumu$an kebijakan perencanaan umum penanalnan modal
daerah;

b. perumusan kebijakan pengembangan iktim penanaman modal di

daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas

penanarnan modal;
c. identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh

datam rartgka peftgernbaftgafi p€ffialaarr*an modal;

d. pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di

dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat

penanarnan modal;
e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan

perizinan dan non perizinan penanalnan modal dan sektoral

secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan menjadi kewenangan daerah;

f. pengendalian pelaksanaan penanamall modal yang menjadi

kewenangan daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengeTolaan

data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non

perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui

multimedia; d-m
h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas'
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Bagian Kedua
Sekretarlat

Pasal 8

sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan

progfam dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu

ar"" tugas pelayanan-La*inistratif serta keuangan dan aset,

t"p*gg*;r*, ketatausahaan, protokol, -hubr:::gan masyarakat dan

rumah tansga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi

peraturan perundani'-undangan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan TerPadu Satu Pintu-

Pasal 9

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan

program Dinas serta perencanaan anggaran;
r. ie&rrimpunan uarranTaata pen5rusunan pelaporan Dinas;

c. pelaksarr^"t perumusan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan L*"rr, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan

dan aset;
e. pelaksa.naan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat'

Lrganisasi, tata laksanadan analisis jabatan serta dokumentasi
peratu ran Perundang- undangan ;

f. pelaksanaan *rr*ri pengelohan/administrasi keuangan dan

kepegawaian;
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;

dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Sekretariat, terdir{ dari:
1. Sub Bagian Pen5rusunan Frogram;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian'

Pasal 11

sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun
perencan*r.r, progr** dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebagai

berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun allggarall
Sub Bagian Penyusunrn Program berdasarkan prioritas target
sasaran yang "k*r, dicapai sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;
b. mJmbagi tugas kepada .para bawahan Sub Bagian

penyusunan Program sesuar dengan bidang tugasnya r-"jk
secara lisan *.ri.r, tertulis agar tugas segera diproses lebih

lanjut;
c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan sub

Bagian P.rryu*.rrr"t Program baik secara lisan maupun

(1)

t2|
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tzl

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan
dalam pelaksanaarl tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaall para bawahan di lingkungan Sub
Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara
hasil keda dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan
hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja pata bawahan di lingkungan sub
Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang
dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan
karier;

f. menyiapkan bafrran-ta?ran untuk penyusunall program dan
anggaran;

g. *"ngktimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan- 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

i. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian Standar
Pelayanan Minimal;

j. menyusun pelaporan penga-rusutamaan gender;

t. -*oyo"on t-pur*, A3rmnta{rititas Kinerja fnsffiilsi fuinerfurffih
dan Laporan Tahunan;

1. melaporkan peiaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunau"
Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

m. rne*aksamakan tuggs +ain yartg d*ber'ikan oh*t Sekretaris
secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
kesekretariatan.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengelola
keuangan dan aset.

uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 sebagai

berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggarall
Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target
sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

b. mJmbagr tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan
dan aset sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan

bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas
segera diproses lebih lanjut;

c. mJmberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub
Bagran Keuangan darr Aset baik secara lisan maupun tertulis
unluk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d,. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub

Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara
rrasit kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaal
hasil ke{a;

e. menilai prestasi kerja
Bagian Keuangan dan
dicapai sebagai bahan

para bawahan di lingkungan Sub
Aset berdasarkan hasil kerja Yang
dalam pembinaan dan Peningkatan

karier;
f. menyiapkan batran pengetolaan keuangan dan aset;
g. melaksanakan pengelolaaan keuangan dan ase!
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h. menyusun pertanggungiawaban pelaksanaan keuangan dan
aset;

i. melakukan pembinaan bendaharawan;
j. melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset;
k. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aoet;
I. melaksanakan penyusunan rencana kehutuhan dan

pemeliharaan barang perangkat daerah;
m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan

Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang dlberikan oleh Sekretaris
secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
kesekretariatan.

Pasal 13

Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah
tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana,
hubungan masyarakat dan protokol serta mengelola informasi
dan ffitrrnentasi.
uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Sub -Bagia.n Um+mo da+ Kepegaw"aian -ber.dasarh$ p*i+ritae
target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan sub Bagian umum dan
Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan
rmalrpun" tertulis -agar fugas seg€ra- di+rose-$ Iehih laajut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan sub
Bagian umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di linskungan Sub
Bagian umum dan Kepegawaian dengan membandingkan
antara hasil keq'a dengan petunjuk ke{a untuk
penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan sub
B4gran Keuangan dan Aset berdasarkan hasil keqja Jang
dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan
karier;

f. melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
g. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan

masyarakat pada Dinas;
h. mengelola organisasi dan tata laksana;
i. melaksanakan penatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan;
j. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
k. melaksanakan pemeliharaan aset;
1. melaporkan pelaksanaan kegiatan sub Bagian umum dan

Kepegawaian secara tertulis maupull lisan sesuai hasil yang
telih dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

m. melakuu.nakatt tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaap tugas
kesekretariatan.
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Bagian Ketlga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Ikltm

Penanaman Modal

Pasal 14

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal,
mela.kLnaknn koordinasi dan sinkronisasi dalap pe11gslolaa11 data
dan informasi terkait penanaman modal, periainan dan non
perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi :

a. pengkajian, perumusan, dan pelaksanaafl kebdakan rencana
umum penanalnan modal daerah;

b. pengkajian, perumusan, dan pelaksa.naan keb{jakan di bidang
pengembangan iklim penana.man modal;

c. pengembangan potensi penanaman modal di daerah;

d. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

petaksana-as tr*Sas; d€Jl
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Bidang Perencanaan dan Pengembangall Iklim Penanaman Modal
memhawalkan:
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Potensi Daerah.

Ps**g*af I
Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 17

{1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas' ' men$kaii d.an aeayusll11 xefrea$"6- um"um' {eg.e€l3a strat€gi+ d€a
rencana pengembangan penanaman modal di daerah'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi Perencanaan Penanaman Modal berdasarkan prioritas
target sasafan" yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan seksi Perencanaan
Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara
tisan ma]I.Flm ffir:tis agErttlgas seBera dipmses hry'o*,

c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi

Perencanaan Penanaman Modal baik secara lisan maupun
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tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
*"*"iiksa hasil pekedaan para bawahan di lingkungan Seksi

Perencanaan Penanaman Modal dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk
penyempurnaan hasil kerl' a;
*.rrit*i prestasi ke{a para bawahan di lingkungan seksi
Perencanaan Penanalnan Modal berdasarkan hasil kerja yang

dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan
karier;

f. data, pengkaiian dan penytapan rencana umum, rencana
strategis d"r, r"r"ana pengembangan penanaman modal di
sektoi primer sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan Yang berlaku;

g. mengelolJ kegiatan pengumpulan data, pengkajian dan
p.rryiapar rencana umum, rencana strategis dan rencana

i."L"riOangan penanarnan modal di sektor sekunder sesuai

a.ng*r, proiedur dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;
h. mengelola kegiatan pengumpulan data, pengkajian dan

pmyfapan Tencarla lIrm)m, rencana sffitegis dart nencana

b""Lr"tirUangan penananlan modal di sektor tersier sesuai
-a"rrgall prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

i. mengevaluasi rencana umum, rencana strategis dan rencana
p*n#*U*rrgr31 peftan'4fiIan rmdal di sektor primer, wkunder,
danlersi"t J"*rLi dengan prosedur dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

j. ,r,.rrg.i*1uasi -pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi

Perencanaan Penanaman Modal dengan cara mengidentifikasi
l+e*aabatan y€rdg ada dalsra ra.ngka perbaikan kirrerja dr, naasa

yang akan datang;
k. melaporkan p.I*kuan*"n kegiatan di lingkungan Seksi

Perencanaan Penanaman Modal baik secara tertulis maupun
lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi
bagi atasan; dan

l. melaksanakan tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Ridang

Perencanaan dan pengembangal Iklim Penanaman Modal

secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman

Moda1.

?aragraf 2
$eksi Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 18

{1) Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas
' '*"rrg*rralisis dan menyusun kebijakan bidang usaha, sistem

insentif, dan administrasi penanaman modal'

{2} Ura,ian tll.gas "sebagairr,*ana dirnaksud Fd"a ayat {U rebagai

berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggarall
seksi Deregulasi Penanaman Modal berdasarkan prioritas
target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman

pelaksagasn kegiataa;

d.

e.
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b. membagi tugas kepada para bawahan seksi Deregulasi
Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara
lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Deregulasi Penanaman Modal baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
memeriksa hasil pekedaan para bawahan di lingkungan Seksi
Deregulasi Penanaman Modal dengan membandingkan antara
hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan
hasil kerja;
menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi
Deregulasi Penanalnan Modal berdasarkan hasil kerja yang
dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan
karier;
mengetota kegiatan pengumpulan, analisis data dan informasi,
penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
,*ah*, sistem insentif dan administrasi penanalnas modal di
sektor primer sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku untuk bahan penyusunall
ltebiiakan;
mengelola kegiatan pengumpulan, analisis data dan informasi,
penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
u*rh", sistem insentif dan administrasi penanaman modal di
sektor sekunder sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perund'ang-undarlBan yang bertraku untuk bahan penyusunan
kebijakan;
mengelola kegiatan pengumpulan, analisis data dan informasi,
penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidanq
,r*ah", sistem insentif dan administrasi penanalnan modal di
sektgr tersier G€sugi deasg;1 prased-ur dap ketentuag
perundang-undangan yang berlaku untuk bahan penyusunan
keb{jakan;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
neregulasi Penanalnall Modal dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangla perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;
meliporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi
Deregulasi Penanaman Modat baik secara tertulis maupun
lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi
bagi atasan; dan
*"]u.ksat akan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Bidang Perencanaan dan Pengembangall lklim Penanaman
Modal.

Paragraf 3
Seksi Potensi Daerah

Paeal 19

{1} Seksi Potensi Daerah mempunyai tugas melaksanakan
identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan,
sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta
pendokumentasiannya, teffnasuk secara elektronik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (u sebagai

berikut:

c.

d.

e.

f.

h.

1.

j.

k.
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a. merencanakan kegiatan program keq'a per tahun anggarall
Seksi Potensi Daerah berdasarkan prioritas target sasaran
yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Potensi Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun
tertuiis agar tugas segera diproses iebih ianjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Potensi Daerah baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekedaan para bawahan di lingkungan Seksi
Potensi Daerah dengan membandingkan antara hasil ke$a
dengan petunjuk kerja untuk penyempunlaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi
Potensi Daerah berdasarkan hasii kerja yang dicapai sebagai
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. mengelola kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi usaha,
ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang
penallarnan modal di sektor primer serta
pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik, sesuai
dengan prosedu? dan lrctentuan petuadang-undangen yang
berlaku;

g. mengelola kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi usaha,
ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang
penanaman modal di sektor sekunder serta
pendokurnentasiann5ra, termasuk secara elektronik, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

h. mengetola kegiatan identilikasi dan pemetaan potensi usaha,
ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang

Be-frAn€.g1A#r- r,116dal di sektof tersier serta
pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik, sesuai
dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

i. menyusun peta potensi penanaman modal sesuai dengan
hasil kajian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan
kebijakan;

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Potensi Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang
ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Potensi Daerah baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembalr.gall Iklim Penanaman Modal
secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Bidang Perencanaan dan Pengembangan lklim Penanaman
Modal.

Baglan Keempat
Bidang Promosl Penanaman Modal

Pasal 2O

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan
Aarl mct*t*Eanakan kebiiakan di bidang Prom@si p€&a{rar,$an madal-
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Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasi pengembangan dan pelaksanaan promosi
penallaman modal;

b. komunikasi pemasaran dalam membangun citra Kalimantan
Tengah sebagai daerah tujuan penanaman modal;

c. penghubung (lial"son officefl antara Pemerintah Provinsi dengan
penanam modal dalam negeri dan/atau luar negeri;

o. bcmetHeen, peilgen$affi&f,, pemE"ntauefi, cva.luesi, dan pelepsr&n
pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paaal22

Bidang Fromosi Penanaman Modal membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanamar Modal; dan
3. Seksi sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Paragraf 1

Seksl Pengembangan Promosi Penanaman Moda1

Pasal 23

{1} Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai
tugas menyusun keb{jakan teknis terkait pengembangan dan
pelaksanaan promosi penan€unan modal.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal berdasarkan
prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman

r **:mffi"ffiI:*l#ffi" para bawahan seksi Pengembansan
Promosi Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya
baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses
lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahgn di finglrungan seksi
Fengemb*rrg*o Promosi Penanaman Modal baik secara llsan
maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekedaan para bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Promosi Penanaman Modal dengan
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja
untuk penyempufllaan hasil kerja;

e. menilai piestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi
pengembangan Fromosi Penanaman Modal berdasarkan hasil
kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
pcaiflgk8.mfl kaficf;

t. *"t gJlola kegiatan analisis situasi penanarnan modal (market
or*Zg dart 

-market intettigentl di tingkat lokal, nasional,
regional, dan global;

g. mengelola kegiatan perumusan strategi promosi penanaman
modal seur*i denga1r pr6sedur dan ketentuafl perund'ang-

undangan Yang berlaku;
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h. menyusun dan mengelola branding Kalimantan Tengah
sebagai daerah tujuan penanaman modal;

i. menfelola penyiapan dan pemutakhiran konten/materi
promosi dan informasi penanaman modal melalui situs web
Dinas dalam multibahasa;

j. mengevaluasi peiaksanaan kegiatan di lingkungan seksi
Pengembangan Promosi Penanaman Moda1 dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingku:rgan Seksi
Fengimbangan Fromosl Penanaman Modal baik secara
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai
bahan informasi bagi atasan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Promosi Penanaman Modal secara berkala dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Promosi Penanaman
Moda1.

?aragraf 2
Seksl Pelaksanaan Promosi Penanamatt llfiodal

P**el 24

(1) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan menyusun materi promosi serta
diseminasi informasi penanaman modal melalui pameran,
seminar, dan temu usaha di dalam dan luar negeri.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {U sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan
prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pelaksanaan
Promosi Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya
baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses
lebih lanjuU

c. memberi petunjuk kepada Para bawahan di lingkungan Seksi
Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal baik secara lisan
maupull tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memerlksa hasil pekedaan para bawahan di lingkungan Seksi
Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dengan
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja
untuk penyempurnaan hasil ke{a;

e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi
Pelaksanlan Promosi Penanalnan Modal berdasarkan hasil
keda yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

f. melaksanakan identifikasi kegiatan pameran penanaman
modal, seminar, dan temu usaha yang strategis dan potensial
untuk lflenafili ffi1115.t penaflaffien ffi6de1;

g. mengelola penyusunan pedoman, PenYiapan dan
pemutakhiran bahan promosi $erta informasi penanaman
modal dalam bentuk bahan cetak seperti profil-profil proyek,
brosur dan teaftet terkait penanalnan modal dalam
multibahasa;
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h. mengelola penyusun"an pedoman, penyiapan dan
pemutakhiran bahan paparan dan informasi penanaman
modal dalam multibahasa terkait kegiatan seminar dan temu
usaha;

i. mengelola keikutsertaan dalam kegiatan pamerall., seminar
dan Iemu usaha di bidang penanaman modal sesuai dengan
prosedur dan ketentuan perundang-undangan yan.g berlaku;

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi
pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Pelaksanaan Promosi Penanalnan Modal baik secara
maupurl lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai
informasi bagi atasan; dan

Seksi
tertulis
bahan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Promosi Penanaman Modal secara berkala dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Promosi Penanaman
Modal.

Patrflgref 3
Seksi Sarana dan Prasarana Promosi

Penanaman Modal

Pasal 25

Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan bahan dan menyusun
materi pto*o*i serta diseminasi informasi penanaman modal
melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Uralan tugas sebagairf,afle d{ffiaksud pefia ayat t1} sebagai
berikut:
a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggarall

Seksi Sarana dan Frasarana Fromosi Penanaman Modal
berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai
sebaeei pedolua$ P,claksanmn kgiata$;

b. membagi tugas kepada para bawahan seksi sarana dan
Prasarana Promosi Penanaman Modal sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera

diproses lebih lanjut;
c. mimberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi

Sarana dan Prasarana Fromosi Penanaman Modal baik secara
lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d". memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi
sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dengan
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja
untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai piestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi
sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam
pembinaan dan Peningkatan karier;

f. mengelola kegratan pengkajian strategi_ publikasi dan

distribusi bah; promosi dan informasi melalui media cetak,

media elektronik, dan media sosial;
g. mengelola kegiatan penyusunarL pedoman, penyiapan dan

p**,rtakhiran- bahan promosi serta informasi penanamafl
modal melalui media cetak;



-16-

h. mengelola kegiatan penyusunan pedoman, penyiapan dan
pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman
modal melalui media elektronik;

i. mengelola kegiatan penyusunan pedoman, penyiapan dan
pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman
modai meiaiui media sosial;

j. mengelola kegiatan pemantauan terkait isu-isu penanaman
modal di media cetak, media elektronik, dan media sosial
serta penyiapan bahan tanggapan tentang isu terkait;

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Promos{ Fenanarnan Modal dengan
cara mengidenti{ikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kineda di masa yang akan datang;

1. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal baik secara
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai
bahan informasi bagi atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Promosi Penanaman Modal secara berkala dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Promosi Penanaman
M6del.

Bagian Kellma
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

P***l 26

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan penanarnan modal dan sektoral serta pelayanan informasi
dan pengaduan secara terpadu menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal2T

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, Bida*g Pelay*nan ?erpadu Satu Pin*u *:nenyelcaggasakn fungsi;

a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan
dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional
prosedur pelayanan pertzrnart dan non perizinan serta pelayanan
informasi dan pengaduan;

b. iiettgoordtflas{ proses btsrtts dari tckfiis Pcl6yaflafl per{uirl€fi dart
non perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;

c. pengelolaan data dan informasi terkait pertnnan dan non
perizinan serta pelayanan informasi dan pengaduan;

d. pembinaan dan evaluasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu
Pintui

e. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

P*sat 28

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahkan:

1. Seksi Perizinan;
2. Seksi Non Perizinan; dan
3. Seksi Pelayanar Iflforffiast dan Peflgaduafi.
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Paragraf 1

Seksl Perizlnan

Pas*l 2'9

(1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan di
bidang perizinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1I sebagai
berikut:

merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi Perizinan berdasarkan prioritas target sasaran yang
akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
rscr-rJ.bagi tuga* kepada pa,re barvahan $eksi Fer-lsiner} e€cus
dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
agar tugas segera diproses lebih lanjut;
memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Perizinan baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
memeriksa hasil pekery'aan para bawahan di lingkungan Seksi
Perizinan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan seksi
Perizinan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
dalam pembinaan dan peningkatan karier;
mengelola kegiatan penyiapan bahan dan data dalam rangka
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan
publik dan standar operasional prosedur pelayanan
perizinan;
melaksanakan pemeriksaan dan penilaian berkas
permohonan perizinan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan perundang- undangan ;

mengelola penyiapan dan pelaksanaan proses bisnis
pelayanan perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan;
mengelola_ penyiapan dan pelaksanaan proses teknis
pelayanan perizina.n sesuai dengan prosedur dan ketentuan
perundang-undangan;
mengeioladata dan informasi terkait perizinan sesuai dengan
prosidur dan ketentuan perundang-undangan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Perizinan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja d{ masa yang akan datang;
melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi
Pennnan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang
telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepa1a Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Fintu secara berkala dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelaya:ran Terpadu
Satu Pintu.

b.

c.

d.

e.

ob'

h.

i.

j.

k.

1.
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Paragraf 2
Seksi Non Perlzinan

Pa,sd ACI

Seksi Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan di
bidang non pe/,rzinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

ufajafl tug6s setr*ag6ir:ffidfia dffiis.ksud pad6 ayat {li sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun €Lnggaran
Seksi Non Perizinan berdasarkan prioritas target sasaran
yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b" rncnrlbagi tugas kepad* Bara bawalrap $eki Non Perizi,aa*
sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun
tertulis agar tugas segera diproses lebih laqiut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Non Perizinan baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi
Non Peitzinan dengan membandingkan antara hasil kerja
dengan petunjuk kerja untuk penyempunlaan hasil kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Non
Perizinan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan
dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. mengelola kegiatan penyiapan bahan dan data dalam rangka
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan
publik dan standar operasional prosedur pelayanan norl
perizinan;

g. melaksanakan pemeriksaan dan
permohonan non perizinan sesuai
ketentuan perundang-undangan;

h. mengelola penyiapan dan pelaksanaan
pelayanan non perizinan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

i. mengelola penyiapan dan pelaksanaan proses teknis
pelayanan non perizinan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan perundang-undangan ;

j. mengelola data dan informasi terkait non perizinan sesuai- 
dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

k. mengevaluasi pelaksanaall kegiatan di lingkungan Seksi Non
Perizinan dengan cara mengidentilikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja dl masa yang akan datang;

l. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Non
Perizinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang
telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Ftntu secara berkala dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

penilaian berkas
dengan prosed.ur dan

proses bisnis
prosedur dan
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Paragraf 3
Seksi Pelayanan Informasl dan Pengaduan

Pea*I 31

(1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas
melaksanakan urusan di bidang pelayanan informasi dan
pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
u$da#Ig6w!,

{2} Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan berdasarkan
prioritas target sasarar yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan Seksi Pelayanan
Informasi dan Pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya
baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses
lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Pelayanan Informasi dan Pengaduan baik secara lisan
maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi
Pelayanan Informasi dan Pengaduan dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk
penyempurnaan hasil ke{a;

e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi
Pelayanan informasi dan Pengaduan berdasarkan hasil kerja
yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

f. mengelola kegiatan penyiapan bahan dan data dalam rangka
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan
publik dan standar operasional prosedur peiayanan perizinan
dan non periainan, serta pelayanan informasi dan pengaduan;

g. mengelola administrasi pelayanan informasi dan pengaduan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;

h" mengelola penyiapan dan pelaksanaan proses bisnis
pclayefiafi lHfdfrllast dam isefigadtldlt segtfai dcffigafi pfoscduf
dan ketentuan perundang-undangan;

i. mengelola penyiapan dan pelaksanaan proses teknis
pelayanan informasi dan pengaduan sesuai dengan prosedur
dan ketentuan perundang-undangan;

j. mengelola data dan informasi terkait pelayanan perizinan dan
non perizinan, serta pelayanan informasi dan pengaduan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan
untuk rnenunj ang kelancaran pelaksanaan tugas;

k. melakukan publikasi data dan informasi terkait pelayanan
periuina#l da;l1 r*pn perg4rla5;r s6ft& B€k"yaslan informasi da*
pengaduan secara langsung maupun tidak langsung melalui
media cetak dan/atau media elektronik;

l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pelayanan Informasi dan Pengaduan dengan cara



m.

n.
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mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pelayanan Informasi dan Pengaduan baik secara tertulis
maupun iisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan
informasi bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu satu Pintu secara berkala dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu
Satu ffintu.

Baglan Keenam
Bidang Pengawasan dan Pengendallan

Penanaman Modal

Bidang Pengawasan
mempunyai tugas

Pasal 32

dan Pengendalian Penanaman Modal
melaksanakan pengendalian, pengawasan,

evaluasi, dan pembinaan
daerah.

atas pelaksanaar penanaman modal di

Pasa1 83

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi :

a. pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanalnan
modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan
perundang-undangan;

b, Be1rr.binmn dar! ksilih$i penyptresaian perrnasaHr*ll penarraen
modal;

c. pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor
usaha dan berdasarkan wilaYah;

d. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Moda1

n*eEeba$rdlkarl;
1. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pengelolaan Data.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pasal 35

(1) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kew{iban
peiusahaan penanamafl modal sesuai ketentuan kegiatan usaha
dan peraturan perundang-undangan.
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun allggaran
Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
berdesarkg.1- priaritas target sasatra& yans *&a dieapai
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan seksi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera
diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal baik secara lisan
maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkunsan Seksi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja
untuk penyempurnaan hasil keda;

e. menilai prestasi ke{a para bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan
hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

f. mengelola kegiatan pengumpulan data perusahaan
penanaman modal dan flasilitas penanarnarl modal yang
diperoleh;

g. mengelola kegiatan pemantauan perusahaan penanalnafl
modal terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha
dan peratura.n perundang-undangan;

h. memantau realisasi penanalnan modal berdasarkan sektor
usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-
undangan;

i. memantau realisasi penanalnan modal berdasarkan wilayah
sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi- 
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan cata
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kineq'a di masa yang akan datang;

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal baik secara
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai
bahan informasi bagi atasan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang
Peflgawasafl ddJl Pefigefldaliafl FefldJtaffiafl M6dal.

Paragraf 2
Seksi Evaluasl dan Pembinaan

Penanaman Modal

Pasal 36

(1) Seksi Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal mempunyai
tugas membina dan memfasilitasi penyelesaian peffnasalahan
penanarn modal.
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{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U sebagai
berikut:

1.

merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Moda1

be.rdesmkm priroritep target ffisar*L& yang aka$ di'G.ape-i

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
membagi tugas kepada para bawahan Seksi Evaluasi dan
Pembinaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang
tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera
diproses lebih lanjut;
memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal baik secara lisan
maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi
Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal dengan
membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja
untuk penyempurnaan hasil kerja;
menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi
Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal berdasarkan
hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;
melaksanakan identifikasi dan pemetaan masalah yang
timbul dalam pelaksanaan pel]anaman modal sesuai dengan
prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
melaksanakan pemberian fasilitasi kepada perusahaan
penanaman modal terkait permasalahan yang dihadapi
sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
melaksanakan inventarisasi masalah yang dihadapi oleh
penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;
mengevaluasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan
prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal dengan cata
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kineq'a di masa yang akan datang;
melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Evaluasi dan Pembinaan Penanaman Modal baik secara
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai
bahan informasi bagi atasan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Penanafilan Modal.

ParagrafS
Seksi Pengelolaan Data

Pesal 37

(1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas mengelola data dan
informasi terkait kegiatan penanamall modal, termasuk
pelrrzinan dan non perizinan, berdasarkan sektgr usaha dan
berdasarkan wilaYah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (iI sebagai

berikut:

€[.

b.

c.

d.

e.

g.

h.

j.

k.
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a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi Pengelolaan Data berdasarkan prioritas target sasaran
yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. membagr tugas kepada para bawahan Seksi Pengelolaan Data
sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupull
tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Data baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekedaan para bawahan di Iingkungan Seksi
Pengelolaan Data dengan membandingkan antara hasil kerja
dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai prestasi ke{a para bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Data berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. mengelola kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait
kegiatan penanamaJl modal, termasuk perizinan dan non
pefizinan, berdasarkan sektor' usaha dan wilayah;

g. mengelola kegiatan pemeriksaan data dan informasi terkait
t<eglatan penaflAffiAfl lriodal, teffmas{Ik peftztfrflfl dar t16fl
perizinan, berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

h. mengelola kegiatan pengkajian dan validasi data dan
informasi terkait kegiatan penanarnan modal, termasuk
penzinan dan non penzinan, berdasarkan sektor usaha dan
wilayah;

i. mengelola kegiatan penyusunan pelaporan dart/atau statistik
kegiatan penanaman modal secara berkala;

j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Data dengan cara mengidentilikasi hambatan
y#]s ada dalaun saegke perbe-ikarr kir-lerja di rnasa ya&g *arl
datang;

k. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Data baik secara tertulis maupun lisan sesuai
hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal secara
berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang
Pengawasan dan Pengendalian PenanamaJl Modal.

BAB IlT
TIM TTKITIS PETAYANAII TTRPAI'U SATU PINTU

DAN KPLOMPOK JABATAIT I.UIIGSIONAL

Baglan Kesatu
Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Plntu

Pasal 38

(1) Dinas Penanaman Modal dan
dapat membentuk Tim Teknis
sesuai dengan kebutuhan.

{2) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal
Dinas dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan
funge.n KePu&*sm Gpberpur'

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pekyslsr Terpadu SaLu Piatul
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(3) Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan
kemampuan sesuai bidangnya.

(a) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Fintu sebagaimana
di+aaksud Bafu ayat, {3}, men*iliki kewengg;aa urr|uk
memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan
rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

Bagian Kedua
Kelompoh Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 39

{1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah
tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'

(3| Jumlah Jabatan Fungsional Tbrtentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Baglan Ketiga
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 4O

Penamaan Jabatan Fungsional Umum dirumuskan berdasarkan
hasil analisis jabatan.

Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
Bertr,}gkai daeralr,

Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam hal terjadi perubahan nafila-nalna Jabatan Fungsional
Umum sebagaimana dimaksud pada ayal {4) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

setiap PNS yang belum menduduki Jabatan struktural dan
Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam Jabatan
Fungsional Umum.

Fengangkatan PSIS dalam Jabatan Fungsional Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan
peraff rfafr pefl rfi daf r g-ufl dafr gafl .

(1)

(2)

(3)

t4J

(5)

(6)

(71



{8}

(eI

-25-

Pemindahan PNS dalam Jabatan
lingkungan Dinas Penanaman Modal
Satu Pintu dilakukan oleh Sekretaris
dengan Keputusan Gubernur.

Uraian fugas Jabatan Funssional
Penanaman Modai dan Pelayanan
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Fungsional Umum di
dan Pelayanan Terpadu
Daerah dan ditetapkan

Umr.rsr pada Dinas
Terpadu Satu Pintu

BAB V
TAflT NP,trt"IA

Pasal 41

(1) Datam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bi&.nS, Kep# Uatf Fela&sana Teknis Dinss darr }(6:pala Seksi
serta Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara
vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

{2} Sefiap pinrfinarr satuafi oryardsasi w'ajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang'undangan yang berlaku.

{3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(a) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
areautuhi petunjuk-petunjuk dan bertar4s&mg iawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan, wqjib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk p€nyusunan taporan tebih tadut dan untuk memberikafl
petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsignal mempunyai hubungan
kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi
dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam
rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing
ruqiib melagadakaarapa,t berkala*

BAB VI
KEf,ENTUAIT PENUTUP

Paaal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Talrrun 2013 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian TUgas Badan Penanaman Modal Daerah

dan perizinin Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tahura 2013 Nomor 27). dicabuf d;an- dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

nitetaptan di Patangka Raya
pada tanggal 27 Desember 2O1,6

TBXEAH"

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Desember 2016

pj. *ffiil{peYAftIffi I}*Bm.A*S
pHf}v$sffi I KAI,IX*ilYAil Yffitr*J|tf{"

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2OL6IITOMOR 45

Al

6
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